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PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XX/2022 PERIHAL 
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REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

29 SEPTEMBER 2022 

 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, pukul 15.41 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 78/PUU-

XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 78/PUU-XX/2022, 

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 diajukan oleh Partai Buruh yang 
diwakili oleh Ir. Said Iqbal, M.E. (Presiden Partai Buruh) dan Ferri Nurzali 
(Sekretaris Jenderal Partai Buruh) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 
Said Ssalahudin, M.J, dkk, Kuasa Hukum/Advokat, untuk selanjutnya disebut 
sebagai Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 173 ayat (1) UU 

7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 

Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021, sehingga berketentuan sebagai 

berikut: 
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Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 

Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verilikasi oleh 

KPU. 

 

Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 telah diubah pemaknaannya melalui Putusan MK 

Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sehingga menjadi sebagai berikut 

Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi 

ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara 

administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang 

tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik 

yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD 

Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara 

administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku 

terhadap partai politik baru. 

 

D. BATU UJI 

Bahwa ketentuan pasal a quo UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), 

Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan 

Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 

melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh 

Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Pasal 177 

huruf f, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 

dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan 

hukum sebagai berikut: 

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok 

permohonan Pemohon, oleh karena terhadap pengujian konstitusionalitas 

khusus norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, telah pernah diajukan 

permohonan pengujian, maka Mahkamah terlebih dahulu akan 

mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 

ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 

2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dilakukan pengujian kembali. 

[3.10.1] Bahwa terkait dengan pertimbangan pada Paragraf [3.11] di atas, Pasal 

60 UU MK menyatakan:  

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
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undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika 

materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.  

Kemudian Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:  

(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-

undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian 

kembali.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika 

materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda 

atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 

[3.10.2] Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah beberapa kali telah 

pernah memutus pengujian norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah 

dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Selain 

itu, pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 48/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum pada 24 November 2021, dengan amar putusan menolak permohonan 

para Pemohon untuk seluruhnya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

57/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 7 Juli 

2022, dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 

serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022 yang diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Agustus 2022, dengan amar putusan 

menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, yang amar putusan-putusan 

tersebut memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. 

Selanjutnya, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, Perkara 

Nomor 48/PUU-XIX/2021 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) juncto 

Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945; Perkara Nomor 57/PUU-

XX/2022 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; serta 

Perkara Nomor 64/PUU-XX/2022 menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat 

(1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Adapun 

permohonan a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat 

(3) dan ayat (5), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) 

UUD 1945. 

Kemudian berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan dalam 

Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 menggunakan alasan syarat verifikasi partai 

politik menciptakan perlakuan yang berbeda (unequal treatment) antara partai 

politik yang lolos ambang batas parlemen dengan partai politik peserta pemilu 

2019 yang tidak lolos ambang batas parlemen, baik partai politik yang memiliki 

keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan yang tidak memiliki 

keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya, alasan 

konstitusional dalam Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022 adalah syarat verifikasi 

partai politik menciptakan perlakuan yang berbeda (unequal treatment) antara 
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partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen dan 

memiliki wakil-wakil di DPR RI dengan partai politik yang sama sekali baru dan 

belum pernah mengikuti pemilu. Sementara, alasan kontitusional dalam 

permohonan 64/PUU-XX/2022 adalah pembedaan metode verifikasi faktual 

antara parpol yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada 

pemilu tahun 2019 dan parpol yang tidak lolos/memenuhi ketentuan 

parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019 merupakan bentuk 

diskriminasi. Sedangkan, alasan konstitusional dalam permohonan a quo adalah 

secara doktriner dalam perspektif toetsingrecht (hak uji materiil) dan wettelijk 

regeling (peraturan perundang-undangan) [vide perbaikan permohonan 

Pemohon angka 38, hlm. 26], pemaknaan yang telah diberikan Mahkamah 

Konstitusi dalam putusannya dalam batas tertentu sesungguhnya dapat 

dikatakan sebagai norma hukum positif baru. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam 

permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 57/PUU-

XX/2022, dan Perkara Nomor 64/PUU-XX/2022 dengan dasar pengujian 

permohonan a quo, yaitu dalam permohonan a quo, menggunakan dasar 

pengujian Pasal 22E ayat (5), Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 

1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 

48/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 57/PUUXX/2022, dan Perkara Nomor 

64/PUU-XX/2022. Selain itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional 

dalam permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 57/PUU-

XX/2022, serta Perkara Nomor 64/PUU-XX/2022 dengan alasan konstitusional 

permohonan a quo. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan 

Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 

ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan a quo dapat 

diajukan kembali. 

 

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 

60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, Mahkamah 

akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.  

 

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama 

permohonan Pemohon dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam 

persidangan, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: 

1. Apakah ketentuan norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai 

oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sepanjang 

kata “verifikasi” harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 

22E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 

“verifikasi secara administrasi”, sehingga ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 

7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

55/PUU-XVIII/2020 berbunyi: “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan 
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partai politik yang telah lulus verifikasi secara administrasi oleh KPU”;  

2. Apakah frasa “Penduduk pada setiap kabupaten/kota” dalam ketentuan Pasal 

177 huruf f UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E 

ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai “Penduduk yang 

beralamat di satu Kabupaten/Kota sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK) atau Penduduk yang 

berdomisili di satu Kabupaten/Kota sesuai dengan surat keterangan 

kependudukan dari instansi yang berwenang di bidang Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil”; 

3. Apakah ketentuan norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 

ayat (2) UU 7/2017 yang kesemuanya berkenaan dengan frasa “Wajib 

berkonsultasi dengan DPR” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 

22E ayat (5) UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

apabila tidak dimaknai “dalam forum rapat dengar pendapat yang 

keputusannya tidak bersifat mengikat”. 

Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan 

sebagai berikut:  

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan 

konstitusionalitas norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017, Mahkamah perlu 

mengutip kembali pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 55/PUUXVIII/2020 dalam Paragraf [3.15], Paragraf [3.16], dan 

Paragraf [3.17], sebagai berikut: 

[3.15] … bahwa posisi Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012 dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 
11 Januari 2018 terkait dengan verifikasi partai politik sudah sangat 
jelas, yakni semua partai politik diharuskan mengikuti verifikasi 
untuk menjadi peserta Pemilu selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk 
menghindari pemberlakuan syarat yang berbeda (unequal 
treatment) kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang 
sama. Posisi dan standing Mahkamah dalam memberlakukan 
ketentuan terkait kewajiban verifikasi terhadap semua partai 
politik, baik yang telah lolos ketentuan parliamentary threshold 
maupun yang tidak lolos ketentuan ini, tetapi telah menjadi peserta 
Pemilu pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik baru yang 
akan mengikuti Pemilu selanjutnya merupakan upaya untuk 
menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before 
the law) akan tetapi cenderung abai pada penegakan prinsip 
keadilan karena memandang sama terhadap sesuatu yang 
seharusnya diperlakukan secara berbeda;  
[3.16] … bahwa pada prinsipnya, verifikasi terhadap partai politik 
untuk menjadi peserta Pemilu menjadi bagian yang sangat penting 
dan strategis. Sebab, partai politik merupakan manifestasi 
perwujudan aspirasi rakyat. Melalui partai politik ini lah rakyat 
menyalurkan aspirasinya. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar 
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dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan 
seperti hal nya Indonesia. Namun demikian, tidak semua partai 
politik dapat menjadi peserta Pemilu. Hanya partai politik yang 
memenuhi syarat lah yang memiliki kesempatan menjadi peserta 
Pemilu. Di dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, partai politik dapat 
menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai 
berikut:  
…. 
[3.17] Bahwa persyaratan untuk menjadi partai politik peserta 
Pemilu sebagaimana diuraikan di atas, merupakan ujian yang cukup 
berat. Sebab, partai politik peserta Pemilu merefleksikan aspirasi 
rakyat dalam skala besar dan bersifat nasional (terkecuali partai 
politik lokal di Provinsi Aceh). Oleh karena itu, struktur 
kepengurusan partai politik harus berada di seluruh provinsi (skala 
nasional), memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota 
di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% 
(lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang 
bersangkutan, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada 
tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan 
terakhir Pemilu dan persyaratan lainnya. Tantangannya tidak 
selesai sampai di situ, setelah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu 
serentak 2019, ada partai politik yang lolos Parliamentary 
Threshold sehingga memiliki wakil di DPR dan ada pula partai 
politik yang tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak 
memiliki wakil di DPR, tetapi boleh jadi memiliki wakil di tingkat 
DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan ada pula partai politik peserta 
Pemilu yang tidak memiliki wakilnya baik di tingkat DPR maupun di 
tingkat DPRD Prov/Kabupaten/Kota. Melihat dinamika dan 
perkembangan capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan 
suatu partai politik pada suatu kontestasi Pemilu, maka 
pertanyaannya adalah apakah adil ketiga varian capaian perolehan 
suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik disamakan 
dengan partai politik baru yang akan menjadi peserta Pemilu pada 
“verifikasi” kontestasi Pemilu selanjutnya? Dalam perspektif 
keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena esensi keadilan 
adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya 
diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu 
yang seharusnya diperlakukan berbeda. Memperlakukan verifikasi 
secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, baik 
partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun 
partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, 
terhadap partai politik yang lolos/memenuhi ketentuan 
Parliamentary Threshold tetap diverifikasi secara adimistrasi 
namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang 
tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, 
partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki 
keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, 
diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan 
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secara faktual hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku 
terhadap partai politik baru. Dengan demikian Pasal 173 ayat (1) UU 
7/2017 yang menyatakan,”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan 
partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan 
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus 
verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan 
Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara 
administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai 
politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary 
Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di 
tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang 
tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD 
Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali 
secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan 
ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. Dengan 
demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan 
Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 
 

[3.12.2] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas Perkara Nomor 

55/PUU-XVIII/2020 di atas dan telah diperkuat kembali melalui beberapa 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022, telah ternyata Mahkamah dalam 

pendiriannya sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-

XVIII/2020 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk 

sebagian. Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-

XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XX/2022, dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022, Mahkamah telah menolak 

permohonan Pemohon dan memperkuat kembali Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tersebut mutatis 

mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum Putusan a quo. Oleh karenanya, 

permohonan Pemohon sepanjang norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah 

dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 adalah 

tidak beralasan menurut hukum. 

 

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan sepanjang frasa 

“Penduduk pada setiap kabupaten/kota” dalam ketentuan Pasal 177 huruf f UU 

7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 

secara bersyarat apabila tidak dimaknai “Penduduk yang beralamat di satu 

Kabupaten/Kota sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau 

Kartu Keluarga (KK) atau Penduduk yang berdomisili di satu Kabupaten/kota 

sesuai dengan surat keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang di 

bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.  

Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan bahwa berkaitan dengan keanggotaan 
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partai politik hanya dapat dibuktikan dengan KTP-el atau KK [vide Pasal 7 dan 

Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah], 

walaupun pada kenyataannya ada masyarakat yang berdomisili atau bertempat 

tinggal di luar wilayah KTP-el atau KK yang bersangkutan, sehingga menurut 

Pemohon telah terjadi hambatan hak konstitusional untuk berserikat atau 

berkumpul yang dijamin UUD 1945.  

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah 

mempertimbangkan terlebih dahulu ihwal Penduduk yang pengertiannya adalah 

warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau di luar negeri [vide Pasal 1 angka 32 UU 7/2017]. Penduduk yang 

mempunyai hak untuk terlibat dalam Partai Politik adalah penduduk yang telah 

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin [vide Pasal 14 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik]. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, seharusnya setiap anggota partai politik diwajibkan memiliki 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Tanda Penduduk Elekronik (KTP-el). 

Hal demikian dikarenakan KTP-el merupakan identitas resmi penduduk sebagai 

bukti diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. KTP-el ini untuk 

menunjukkan sebagai jati diri tunggal, sehingga dapat digunakan sebagai 

identitas diri selama berada di wilayah geografis Republik Indonesia. Kaitannya 

dengan keanggotaan partai politik adalah bahwa Pasal 177 huruf f UU 7/2017 

telah menentukan salah satu dokumen persyaratan pendaftaran bagi partai 

politik untuk menjadi peserta pemilu adalah kewajiban menyerahkan bukti 

keanggotaan partai minimal 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) 

dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota;  

Bahwa terhadap argumentasi Pemohon agar Surat Keterangan Tempat 

Tinggal/domisili dapat digunakan sebagai bukti keanggotaan partai, Mahkamah 

berpendapat bahwa surat keterangan tempat tinggal tersebut hanyalah 

digunakan dalam keadaan sementara. Oleh karena itu, dalam waktu yang 

bersamaan tidak tertutup kemungkinan pemegang surat keterangan tempat 

tinggal juga memiliki KTP-el atau KK di kabupaten/kota lain. Apabila surat 

keterangan tempat tinggal diterima sebagai bukti keanggotaan partai, maka 

dalam batas penalaran yang wajar hal tersebut akan memberi peluang terjadinya 

keanggotaan ganda partai politik yang didasarkan pada surat keterangan tempat 

tinggal/domisili dan juga berdasarkan KTP-el atau KK dari yang bersangkutan 

sehingga dapat mengacaukan proses verifikasi faktual partai politik. Hal 

demikian justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;  

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat 

ketentuan norma Pasal 177 huruf f UU 7/2017 telah ternyata tidak menimbulkan 

ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan ketidakbebasan bagi Pemohon dalam 

mendaftarkan partai politik sebagai peserta pemilu yang dijamin oleh UUD 1945 
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sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah 

tidak beralasan menurut hukum. 

 

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang 

mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), 

dan Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 yang kesemuanya berkenaan dengan frasa 

“Wajib berkonsultasi dengan DPR” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

apabila tidak dimaknai “dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya 

tidak bersifat mengikat”. Terhadap dalil a quo penting bagi Mahkamah untuk 

mempertimbangkan sebagai berikut:  

[3.14.1] Bahwa dalam kaitan dengan dalil a quo terlebih dahulu Mahkamah akan 

menilai norma Pasal 75 ayat (4) UU 7/2017 berkenaan dengan frasa “wajib 

berkonsultasi dengan DPR”, yang dikaitkan dengan kemandirian KPU di mana 

secara substansial telah pernah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada 10 Juli 2017. Dalam pertimbangan hukum pada Sub-

paragraf [3.9.9], Sub-paragraf [3.9.10], dan Sub-paragraf [3.9.11] putusan a quo, 

Mahkamah antara lain menyatakan sebagai berikut: 

[3.9.9] Bahwa secara faktual, hanya peraturan KPU dan peraturan Bawaslu 
saja yang proses pembentukannya mensyaratkan mekanisme konsultasi 
yang putusannya bersifat mengikat. Sementara peraturan yang diterbitkan 
oleh lembaga independen lainnya sama sekali tidak ada keharusan melalui 
proses konsultasi dengan Pemerintah dan DPR. Perlakuan berbeda 
terhadap proses pembentukan peraturan oleh lembaga yang bersifat 
mandiri secara langsung akan membedakan derajat kemandirian lembaga 
tersebut. Di mana, lembaga yang dalam proses pembentukan peraturan 
diharuskan berkonsultasi yang keputusannya bersifat mengikat, akan 
mendegradasi tingkat kemandiriannya dibanding lembaga serupa lainnya. 
Padahal, penyelenggaraan Pemilu merupakan ranah yang paling rentan 
untuk diintervensi. Walaupun demikian, sejauh pembedaan dalam proses 
pembentukan peraturan yang dikeluarkan lembaga independen tidak 
mengganggu kemandiriannya, pembedaan perlakuan terhadap proses 
pembentukan peraturan dimaksud dapat ditoleransi dan tidak harus 
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu contoh pembedaan 
perlakuan dimaksud adalah adanya mekanisme konsultasi dalam rapat 
dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah dalam pembentukan 
peraturan KPU. Langkah tersebut sama sekali tidak diatur sebagai 
prosedur pembentukan peraturan yang dibentuk oleh lembaga 
independen lainnya. Sekalipun terdapat perlakuan berbeda, namun proses 
konsultasi dalam pembentukan peraturan KPU merupakan sebuah 
mekanisme biasa dalam rangka menampung masukan sekaligus 
konfirmasi terhadap norma yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan 
KPU. Sepanjang hasil konsultasi tersebut tidak dipaksakan kepada KPU 
sebagai institusi yang berwenang membentuk peraturan, norma yang 
mengatur keberadaan konsultasi sebagai salah satu tahapan pembentukan 
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peraturan KPU tidak dapat dikategorikan bertentangan dengan Pasal 22E 
ayat (5) UUD 1945. Namun ketika hasil konsultasi dikategorikan sebagai 
sesuatu yang wajib dan mengikat bagi KPU, maka sifat memaksa dan 
mengikat dari hasil konsultasi itulah yang mesti dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945;  
[3.9.10] Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, 
frasa “setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum 
dengar pendapat” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tidaklah 
bertentangan dengan prinsip kemandirian KPU sebab konsultasi demikian, 
menurut penalaran yang wajar, dibutuhkan bagi pelaksanaan fungsi KPU, 
in casu dalam menyusun peraturan KPU dan pedoman teknis yang menjadi 
kewenangannya, guna mencapai tujuan terselenggaranya Pemilu dan 
pemilihan kepala daerah yang demokratis. Konsultasi dimaksud 
merupakan kebutuhan karena norma Undang-Undang (yang merupakan 
produk bersama antara DPR dan Presiden) tidak selamanya memuat 
rumusan yang jelas yang mencerminkan maksud pembentuknya yang 
dapat menimbulkan kesulitan pada pihak KPU untuk 
mengimplementasikannya dalam praktik melalui kewenangan yang 
diberikan kepada KPU dalam merumuskan peraturan KPU dan pedoman 
teknis yang diturunkan dari norma Undang-Undang. Oleh karena itu, 
kesamaan pandangan dan pengertian atau interpretasi terhadap norma 
Undang-Undang demikian antara KPU dan pembentuk undang-undang 
merupakan keniscayaan. Namun, dalam kaitan ini penting ditekankan 
bahwa kedudukan KPU dan pembentuk undang-undang dalam konsultasi 
di forum dengar pendapat itu adalah setara; [3.9.11] Bahwa, namun 
demikian, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” dalam 
Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tersebut membawa implikasi teoretik maupun 
praktik yang dapat bermuara pada tereduksinya kemandirian KPU dan 
sekaligus tidak memberi kepastian hukum. Ada beberapa alasan dalam 
hubungan ini. Pertama, bukan tidak mungkin bahwa dalam forum dengar 
pendapat dimaksud tidak tercapai keputusan yang bulat atau bahkan tidak 
ada kesimpulan sama sekali. Hal itu dapat terjadi, misalnya, karena di satu 
pihak tidak terdapat kesepakatan di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR 
atau antara DPR dan Pemerintah atau antara DPR dan KPU atau antara 
KPU dan Pemerintah. Dalam keadaan demikian, frasa “yang keputusannya 
bersifat mengikat” telah menyandera KPU dalam melaksanakan 
kewenangannya untuk merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis 
sehingga kewenangan itu menjadi tidak dapat dilaksanakan sebab menjadi 
tidak jelas keputusan mana atau apa yang harus dilaksanakan oleh KPU 
padahal peraturan KPU dan pedoman teknis demikian mutlak ada agar 
Pemilu dan pemilihan kepala daerah dapat terselenggara. Kebuntuan 
demikian dapat mengancam agenda ketatanegaraan yang 
keberlanjutannya bergantung pada peraturan KPU dan pedoman teknis 
KPU. Kedua, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” secara 
teknis perundang-undangan juga menjadi berlebihan sebab tanpa frasa itu 
pun apabila konsultasi dalam forum dengar pendapat tercapai 
kesepakatan maka dengan sendirinya KPU akan melaksanakannya. Ketiga, 
adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” telah menghilangkan, 
atau setidak-tidaknya mengaburkan, makna “konsultasi” dalam Pasal 9 
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huruf a UU 10/2016 tersebut. Sebagai forum konsultasi, dalam hal tidak 
terdapat kesepakatan maka KPU sebagai lembaga yang dijamin 
kemandiriannya oleh UUD 1945 tidak boleh tersandera dalam 
melaksanakan kewenangannya dalam membuat peraturan KPU dan 
pedoman teknis sebab lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk 
menjamin bahwa Pemilu dan pemilihan kepala daerah terlaksana secara 
demokratis. 

 

[3.14.2] Bahwa terkait dengan norma Pasal 145 ayat (4) dan Pasal 161 ayat (2) 

UU 7/2017 yang kesemuanya berkenaan dengan frasa “Wajib berkonsultasi 

dengan DPR”, yang dikaitkan dengan kemandirian Bawaslu dan DKPP, secara 

substansial telah pernah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

31/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 3 April 

2014, di mana Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Paragraf [3.17] 

sebagai berikut: 

[3.17] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut 
mengenai pokok permasalahan konstitusional tersebut, Mahkamah perlu 
terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
a. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum 

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 
nasional, tetap, dan mandiri”;  

b. Mengenai penafsiran terhadap frasa “suatu komisi pemilihan umum” 
yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, Mahkamah dalam 
pertimbangan hukum paragraf [3.18] Putusan Mahkamah Nomor 
11/PUU- VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010, antara lain, menyatakan: 

“... Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang 
luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, 
“Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 
umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu 
komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada 
sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi 
penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan 
mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi 
penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh 
Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga 
pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang 
mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang 
bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang 
memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan 
pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan 
mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan 
Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 
70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai 
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lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan 
pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi 
penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, 
dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas 
Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 
Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku 
penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang 
merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. 
Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu 
menjadi nyata dan jelas ...”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
jelas bahwa DKPP adalah organ yang merupakan bagian dan satu 
kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud Pasal 22E 
ayat (5) UUD 1945 yaitu yang mengawasi perilaku penyelenggara 
Pemilu; 

 

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat 

ketentuan norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU 

7/2017 yang kesemuanya berkenaan dengan frasa “Wajib berkonsultasi dengan 

DPR” telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E 

ayat (5) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih lagi, dalam 

norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 

yang kesemuanya dimohonkan oleh Pemohon tidak terdapat kata “mengikat”, 

sehingga tidak terdapat alasan untuk menambah frasa “tidak mengikat” 

sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon 

tidak beralasan menurut hukum. 

 

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 

sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai telah ternyata ketentuan 

norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, dan Pasal 177 huruf f, Pasal 75 

ayat (4), Pasal 145 ayat (4), serta Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 adalah tidak 

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (3) dan ayat (5), Pasal 28D 

ayat (1), Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 sehingga dalil 

Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

 

[3.16] Menimbang bahwa terhadap pengujian norma Pasal 173 ayat (1) UU 

7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

55/PUUXVIII/2020 dan kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah 

Kontitusi Nomor 64/PUU-XX/2022, terdapat 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, 

yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim 

Konstitusi Enny Nurbaningsih mempunyai pendapat berbeda (dissenting 

opinion) yang dalam putusan a quo menjadi alasan berbeda (concurring opinion), 

yaitu tetap berpendirian untuk dilakukan verifikasi baik secara administratif 

maupun secara faktual untuk semua partai calon peserta pemilu. 
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[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon yang 

dipandang tidak relevan sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 

 

F. AMAR PUTUSAN 

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 

umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 

dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 

negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 

dalam Perkara Nomor 78/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan 

Pemohon pengujian sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 173 ayat (1) UU 

7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan 

Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021, Pasal 177 huruf f, Pasal 75 ayat 

(4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 ditolak untuk 

seluruhnya mengandung arti bahwa ketentuan Pasal a quo tidak bertentangan 

dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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